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TENTANG

TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT
PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a

b bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan proyek
sebagaimana tersebut pada huruf a dr atas telah dibentuk
Tim Koordinasi Tingkat Pusat melalui Surat Keputusan
Kepala Bappenas Nomor: Kep. 1119/Ka/08/2OOl
tentang Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek
Pengembangan Prasarana Perdesaanl

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan resfrukfunsasr
di Kantor Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan
Nasional/Bappenas., dipandang perlu untuk menetapkan
kenrbali susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat
Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana
Perdesaat;

bahwa pejabat yang tercanflim dalam Lamprran
Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Tingkat
Pusat Pengeloiaan Proyek Pengembangan Prasarana
Perdesaan;

Undang-u;:.dar.g Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Penrerintah Daerah;

C

d

1Mengingat

2. Undang-undang.. .

L,

bahwa dalam rungka mer-rdukung pembangwan
ekonomi regionai, pemerataan pembangtnan dan
pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi
kemiskinan di perdesaan maka diadakan proyek
Pengelolaan Pengembangan Prasarana Perdesaan nlelalui
pendanaan dari Japan for -Bank International Cooperation
Loan Agreement No. IP-5O6;



2 Undang-wdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perinrbangan Ketangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Daerahl

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 ter.tarrg
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993
Peningkatan P enanggulangan Kemiskinan ;

tentang

Keputusan Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencar.aan Pembangrtnan
Nasional Nomor: Kep. O5O/03/2OO2 tentang Organisasi
dan Tata Keda Kantor Menteri Negara Peren canaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencananaar.
Pembangunan Nasionall

Ioan Agreement No. IP-5O6 for Rural Areas Infrastlucture
Development Project (III) between Japan Bank for International
Cooperation and the Republic of Indonesia, July 5, 2OO I;

MEMLTTUSKAN

KEPTITUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAT TENTANG TIM KOORDINASI
TINGKAT PUSAT PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN
PRASARANA PERDESAAN.

Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengeloiaan Proyek
Pengembangan Prasarana Perdesaan dengan susunall
keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampfuan
Keputusan ini.

Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek
Pengembangan Prasarana Perdesaan terdiri dari Tim Pengarah
dan Tim Pelaksana.

Tim Pengarah bertugas :

1. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai
kebijakan pengelolaan Pr.oyek Pengembangan Prasarana
Perdesaan, sesuai dengan sasaran dan kebljakan proglam
pembangunan daerah dan sektoral;

2. Mengadakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana
mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan
Proyek Pengemb angan Prasar:ana Perdesaan tersebut pada
butir I di atas, guna penyempurnaan lebih lanjut.
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Tim Pelaksana bertuSas :

1. Melakukan koordinasi Wrer.ca:naar. proyek dan
sinkronisasinya dengan program pembangunan daerah dan
sektoral;

2. Melakukan koordinasi per.etapan alokasi dana, penilaian
usulan proyek dan persetujuan penyaluran angaran;

3. Memberikan dukungan administrasi bagi kegiatan
per:eflcanaan pro9ram) pan)'usunan lapotan pelaksanaan,
serta pemant aran pelaksanaan program bantuan oleh
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

4. Menytrsun petunjuk penatavsahaat pinjan-ran dan
peny aluran banhsan luar negeri, serta mengadministrasikan
laporan keuangan kepada donorl

6. Melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan
dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;

7. Melakukan pembinaan teknis atas perencanaan,
pelaksanaan, dan kesinambtngan bagi aparat daerah dan
masyarakat des a atau kelurahan bersangkutzn;

8. Melakukan penTanta.uar. dan evaluasi teknis pelaksanaan
Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan;

9. Melakukan pembrnaan aparat dan masyarakat dalam rangka
pengembangan peran serta ntasyarakat dalant pelaksanaan
kegiatan proyekl

lO.Melakukan koordinasi di Tingkat Pusat dan Daerah dalam
rangka pengembangan peran serta masyarakat oleh tenaga
penyiapan ntasyarakat,, tenaga konsultan teknis dan tenaga
penyuluhan nrasyarakat;

1 l.Melakukan evaluasi atas hasil kegiatan peningkatan
kemampuan aparat kecamatan dan desa atau keiurahan,
organisasi masyarakat selta kegiatan pembimbingan
masyarakat.

Biaya yang diperlukan unfuk peiaksanaan frtgas Tim Koordinasi
Tingkat Pusat Pengeiolaan Proyek Pengembangan Prasarana
Perdesaan, dlbebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN).

IGLIMA

KEENAM...

5. Menerima laporan perkembangan keuangan dan melakrtkan
evalnasi laporan dari instansi pelaksana (executing agency) )
selta memantau dan men1rusun laporan akhfu pelaksanaan
program bersama instansi terkaitl
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KEENA]VI Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek
Pengembangan Prasarana Perdesaan wajib:

1. Memberikan laporan hasil kerja dan bertanggttng jawab
kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Naisonal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;

2. Memberikan laporan perkembangan kerja secara triwulanan
kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan
Pembangrtnan/ Sekretaris Utama Bappetas dan Inspektur
Utama Bappenas.

KETUJUH Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangttnan Nasional
Nornor: Kep. 1119/Ka/09/2001 tentang Tim Koordinasi
Tingkat Pusat Pengelolaan proyek Pengembangan Prasarana
Perdesaan dinyatakan tidak beriaku lagi.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal I Aprll 2OO2
dengan ketentuan apablla di kemudian hai terdapat kekeliruan
dalanr keputus an ini, akan diadakan pentbahan dan perbalkan
sebagaimana mestinya.

Drtetapkan dr lakarta
PadaTangal :r Oktober 2OO2

MENTERI NEGARA PE CANAAN PEMBANG UNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PEREN PEMBANGUNAN NASIONAL,

K GIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Menko Bidang Perekonomian;
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
Menteri Keuangan;
Menteri Luar Negeri;
Menteri Permukiman dan Prasarana Wllayah;
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanl
Inspektur U tama,, Bappenas;
Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Jakarta lll;
Yang Bersangkutan unttk dapat dipetgunakan sebagaimana mestinya.
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SUSLINAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT

FENGELOLAAN PROYEK PNNGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN

A. Tim PenS;arah

1 . Ketua

2. Sekretaris

3. Anggota (1)

B. Tim Pelaksana

LAMPIRAN
KEPT]TUSAN MENEG PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR: KEP. 3oe /M.PPN/1O/2OO2
Tanggal : sr Oktober 2002

Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangttnan
Nasional Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan
Regional merangkap Anggota

Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah,
Bappenas merangkap Anggota

Deputi Menteri Negara Perencanaan
Penrbangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang
Sarana dat Prasarana;

(3) Direktur Jenderul Anggaran, Departemen
Keaanganl

(4) Direktur Jenderal Bina Pembangrnan Daerah,
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

(5) Direktur Jenderal Bina Pemberdayaan
Masyarakat, Depaltemen Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah;

(6) Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata
Perdesaan, Departemen Kimpraswil;

Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah,
Bappenas

1 . Ketua

2. Anggota:-..

(2) Deputi Menteri Negara Perencanaat
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Brdang
P endanaan P emb angunar.l
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Direktur Pengembangan
Tansmigrasi, Bappenas;

Wilayah dan

(2) Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas

(3)

(4)

(5,,

Direktur Pengembangan Otonomi Daerah,
Bappnasl

Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral,
Bappenas;

Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan
P emb angttnan, B appnas;

Direktur Administrasi P endanaan P embangunan,
Bappenasl

(6)

(7) Direktur Parrgar. dan Pertanian,Bappenasl

(8) DirekturTransportasi,Bappenasl

(e) Sekretaris Ditjen Anggaran, Difien Anggaran,
Deparlemen Keuangan;

(10) Direktur Pembinaan Anggaran III
Anggar an, Deparlemen Keuangan ;

Ditjen

(11) Direktur Dana Luar Negeri, Dillen Anggaran,
Departemen Keuanganl

( 13) Direktur Bina Teknologi Tepat Guna, Difien Bina
Pen'rberday aan Masy arakat, D epartemen D alam
Negeri dan Otonomi Daeruh;

(14) Direktur Bina Teknik Prasarana Wilayah, Dif,en
Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen
Kin-rpraswil;

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PEREN AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWI AN GIE

2. Anggota : (1)

(12) Direktur Bina Keserasian Pembangrtnan Daerah,
Ditjen Bina Pembangttnan Daerah, Departemen
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;


